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(BAWASDA) KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

bahwa dalam rangka tercapainya fungst pengawasan secars
optimal yaitu pengawasan yang mandin, berwibawa, akuntabiitas
untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih yang bebas dari
KKN, maka perlu diakukan penataan terhadap nomenklatur
kelembagaan Badan Pengawasan Daerah dan perangkat badan
pENgAawWasan ;

bahwa bardasarkan surat Menten Pendayagunaan Aparatur Megara
Momor | B { 2009 / M.PAN / 10 / 2004 tanggal 11 Oktober 2004,
surat Menteri Dalam Megeri nomar @ 081 [ 2745 { 5J tanggal 14
Okiober 2004 perihal perubahan nomenklatur Bawasda dan sural
edaran Gubernur Sumatera Selatan Namor ; 016 / SE VIS 2005
tanggal 14 Me: 2005 perihal pembentahuan nomenkiatur Inspektorat
Propinsi, maka terhadap nomenklatur Badan Pengawasan Dasrah
Kabupaten Muara Emim dan ttelatur jabatan di lingkup Badan
Fengawasan Dasrah perlu dilakukan penyesuaian

bahwa sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Muzgra Enim MNomaor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerna Lembags Tekmis Daerah Kabupaten
Muara Emim yang di dalamnya terdapat pengaluran mengenal
Badan Pengawasan Daerah, maka dipandang periu  untuk
melakukan penyesuaian penysbuian nomenklatur kelembagaan
Badan Pengawasan Daerah dan perangkalnya menjadi Inspektorat,
Inspekiur dan Inspekiur pembantu yang diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupatll.

Undang-Undang Momar 28 Tahun 1858 tentang Fembeniukan
Daerah Tingkal Il dan Kolapraja di Sumatera Selatan { Lambaran
Megara Republix Indonesia Tahun 1858 Nomor 730 Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Namar & Tahun 1974 tentang Pokok-pakok
Kepegawaian ( Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1874
Momor 55, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomar
2041 ) sebagaimana telan diukah dergan Undang-undang Negara



Menetapkan

= .

Republik Indenssia Nomor 43 Tahun 1998 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambanan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomaor 3880 | ;

3. Undang-Undang Mamor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Paraluran Perundang-undangan { Lembaran Negara Repulik
Indanesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ) |

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerntahan
Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar
125, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indenesia Nomar
44379

5. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 lentang Ferimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah { Lembaran
Magara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomar 128, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 4438 | .

& Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 20 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Muara Enim ( Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2000 Momer 34 ) sebgaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim MNaomer 21 Tahun
2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002
Mamor 36 ).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI  TENTANG  NOMENKLATUR  BADAN
PENGAWASAN DAERAH KABUPATEMN MUARA ENIM

FPasal 1

Yang dimaksud dengan Badan Pengawasan Daerah | BAWASDA|
adalah Lembaga Teknis Daerah {LTD) yang berbentuk Badan dan
merupakan Perangkat Daerah Kebupaten Muara Emim sebagaimana
diztur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun
2000,

Pazal 2

Dengan Peraturan Bupati ini nomenklatur  dan  titelatur  Badan
Pengawasan Daerah ditetapkan manjad |

1. Badan Pengawasan Dagrah Kabupaten Muara Emm menjadi
Inspektorat Kabupaten Muara Enim |

? Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim menjadi
Inspekiur Kabupaten Muara Enim ;

3 Kepala Bidang Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim rmenjadi
Inspekiur Pembantu.

Pazsal 3
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Pasal 3

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perubahan Nomenklatur dan
Titelatur Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Muara Enim
sebagaimana dimaksud pasal 2 akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
olen Bupat Muara Enim.

Fasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupali ini dengan penempatannya pada
Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di  Muara Enim
padatanggal 2 Jul\ 2o00%
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Divndangkan di Muara Enim
padatanggal 2. Jub aecs

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
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